ABSTRAK

Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh, yang terdiri dari beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, yang berkedudukan langsung dibawah Kecamatan, dan dipimpin oleh Imeum Mukim. Mukim tujuannya untuk mewujudkan pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari’at Islam, Pendidikan,adat istiadat, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat Aceh khususnya, namun sejauh manakah Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Mukim tersebut dalam melaksanakan tugas untuk menjadikan masyarakat Aceh lebih bermartabat. Oleh karena itu, penulis melakukan pengamatan dengan judul “Implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Mukim di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh”.
Penulis memfokuskan fenomena yang diamati pada bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mukim di Kecamatan Jaya, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mukim dalam pelaksanaannya serta upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan Mukim tersebut.

Metode pengamatan yang digunakan penulis adalah metode deskriptif pendekatan induktif. Sumber data digunakan place, person, dan paper. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Fenomena yang diamati dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Mukim berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Mukim. Namun dalam pelaksanaannya Mukim belum berperan secara efektif, di karenakan belum adanya fasilitas khusus atau sarana dan prasarana, latar belakang pendidikan Imeum Mukim masih rendah sehingga dalam pelaksanaannya masih tidak berjalan dengan sesuai ketentuan dan disamping itu juga kurangnya kesadaran masyarakat Mukim akan pelaksanaan Syari’at Islam yang berlaku. Selanjutnya dalam hal ini jarak antar Mukim ke Kecamatan tidak jauh, sudah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan dengan adanya Pelaksanaan Syari’at Islam tentunya sebagai faktor pendukung Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2011.
Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam Implementasi Pemerintahan Mukim yang dilakukan belum terlaksana dengan optimal seperti halnya fakta yang ada dilapangan.

ABSTRACT
Mukim is a unit of community in the province of Aceh. Which consists of several Gampong that has certain boundaries and own property, which is located directly under the District, and is led by Imeum Mukim. Mukim aim to achieve social development in the field of Islamic Shari’ah implementation, education, cutom, scial culture, peace and order Acehnes people in particular, but the extent Pricipal duties and Functions of Mukim in carrying out the task to make observations with the title "Implementation of Qanun Number 4 Year 2011 on Mukim Government in Jaya Sub-district, Aceh Jaya District, Aceh Province".
The author focuses on a phenomenon observed how the implementation of the basic tasks and functions in the District Mukim Bandar, any obstacles encountered in the implementation of the basic tasks and functions of Mukim in the implementation of Islamic Shari’ah and what efforts are made in the implementation of the Mukim.

Observation methods used by writer is descriptive method inductive appoarch. Source of data used place, person, and paper. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation.
The observed phenomenon in the field shows that the implementation of Mukim is guided by the Qanun of Aceh Jaya Regency of Aceh Province Number 4 Year 2011 on the Mukim Administration. However, in the implementation Mukim has not played effectively yet, because of the absence of special facilities or facilities and infrastructure, the educational background of Imeum Mukim is still low so that its implementation still does not run according to the provisions and also lack of awareness of Mukim community about the implementation of Islamic Shari'ah applicable. Furthermore, in this case the distance between Mukim to the District is not far away, there is a standard Operational Procedure (SOP) is clear and with the implementation of Shari'ah Islam of course as a supporting factor Implementation Qanun Aceh Jaya District No. 4 of 2011.
The author can draw the conclusion that the Implementation of Mukim Governance has not been implemented optimally as well as the facts that exist in the field.

